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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 1)Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan 

penegakan hukum pidana bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk 

Rasa. 2)Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pengaturan penegakan 

hukum pidana bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa. 

Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1)Bagaimana pengaturan 

penegakan hukum pidana bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk 

Rasa? 2)Bagaimana akibat hukum pengaturan penegakan hukum pidana bagi Polisi 

yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa? Dengan perumusan masalah 

tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep 

(conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1)Dalam 

melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa, aparat penegak hukum dalam hal ini 

Polisi masih banyak yang melakukan tindakan kekerasan untuk menangani pengunjuk 

rasa yang anarkis. 2)Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menangani pengunjuk 

rasa yang anarkis seharusnya mengedepankan tindakan pencegahan dan tindakan-

tindakan lainnya yang dalam aturan hukum diperbolehkan dan memungkinkan untuk 

dilakukan. 3)Tindakan kekerasan dalam menangani pengunjuk rasa yang anarkis 

bagaimanapun harus dihindarkan untuk dilakukan karena bisa memancing terjadinya 

anarkis dan kericuhan yang lebih besar lagi. Selain itu, terhadap Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian juga perlu dilakukan perubahan 

dikarenakan masih kurang jelas dan tegas terhadap penggunaan pasal tersebut, serta 

mengenai batasan atas tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan berdasarkan pada 

pasal tersebut. 
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